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MEILANI FATIKA SARI IRFAN (B111 13 717), dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan 
Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus 
Putusan No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan 
Bapak Muhadar, Selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa , Selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai dan 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan 
No.119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks) dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh 
anak (Studi Kasus Putusan No.119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks).  
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian pusataka dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Data Sekunder diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-
buku dan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya 
tulis ilmiah lainnya. Data Primer dikumpulkan dengan jalan wawancara 
langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum 
pidana dalam putusan Nomor 956/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 
12/Drt/1951. (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, 
Hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana tindakan selama  
6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli Makassar dan 











Assalamualaikum Wr. Wb.  
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan  penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN 
MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.119/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MKS).   
Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian  
studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian  
Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin Makassar.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari  
kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami 
kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini 
dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.  
Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan  
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua 
orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan skripsi ini, 
terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda Muh. Irfan Rachman dan 
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Ibunda Zulfikayanti atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih 
payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, 
selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi 
keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. 
Teruntuk saudaraku tercinta Muh. Noval Dwi Saputra dan Salsabila atas 
motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati  
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.  
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., 
M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H. selaku 
Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan 
Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu 
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas 
segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan 
untuk penulis.  
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4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Bapak H.M. Imran 
Arief, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku 
penguji, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.   
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas 
bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama 
perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.   
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas 
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berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.  
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan beserta seluruh jajaran staf 
Pengadilan Negeri Makassar. Terima kasih atas kerja samanya 
dalam memberikan waktu dan tempat dan kerja samanya selama 
Penulis melakukan penelitian.  
9. Kepada keluarga besar tante, om dan sepupu-sepupu Penulis yang 
tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas motivasi dan doa 
yang tak henti-hentinya. 
10. Sahabat-sahabat terbaikku “OKL” A. Helsa Adilah (Eca), A. Helga 
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bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan 
yang setimpal dari Allah SWT.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah 
kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang 
menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pembunuhan, 
penganiayaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti 
tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa 
tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan – kejahatan yang terjadi 
seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial 
akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi 
sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam 
pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan 
manusia.1 Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup 
dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau 
warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu 
upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat 
perlindungan diri yaitu senjata tajam. Di jaman sekarang ini kepemilikan 
senjata tajam bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI saja 
tetapi warga sipil telah banyak memilikinya. Banyaknya peredaran senjata 
                                                          





tajam di kalangan warga sipil ini salah satunya, karena pemerintah telah 
memberikan izin kepada warga sipil untuk dapat memiliki senjata tajam 
guna melindungi diri. 
Salah satu jenis senjata tajam yang saat ini banyak disalahgunakan 
oleh orang-orang yaitu ketapel dan anak panah. Ketapel biasanya dibuat 
dari kayu, bambu maupun rotan dan dikaitkan karet elastis yang dapat 
melontarkan panah, sedangkan anak panah dibuat dari besi, kaca, batu, 
tulang maupun bahan keras lainnya. Fungsi dari anak panah ini adalah 
untuk melindungi batang/badan anak panah dan kemampuannya dalam 
mengenal target. Panjang anak panah adalah sekitar 60 cm, dengan berat 
18 gram, semakin besar diameter suatu anak panah, maka tingkat 
kerusakan yang dihasilkan semakin besar, tetapi melayang lebih lambat 
dibandingkan dengan anak panah berdiameter lebih kecil. Diameter anak 
panah yang kecil akan membuat anak panah mampu meluncur dengan 
lebih cepat tetapi kerusakan yang dihasilkan akan lebih lemah. Ketapel 
dan anak panah dikategorikan sebagai sebuah senjata yang digunakan 
untuk menembakkan anak panah dibantu oleh kekuatan elastisitas dari 
ketapel itu sendiri. 
Pada awalnya senjata digunakan untuk berburu dan sebagai salah 
satu peralatan perang. Selain itu panah juga digunakan sebagai alat 
utama dalam olahraga panahan, namun saat ini banyak disalah gunakan 
oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan.2 Busur dan panah juga 




berperang atau berkelahi. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya 
perkelahian antara kelompok dan perkelahian antara pelajar dengan 
menggunakan ketapel dan panah sebagai senjata mereka untuk 
menyerang lawan. 
Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal 
kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian 
dan TNI, hal inilah yang memicu maraknya kejahatan dengan 
menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata 
tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam ini tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga ada yang dilakukan oleh 
anak-anak.2 
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan 
bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun 
kehidupan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki 
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin 
hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembangan 
serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.3 
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 
orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, 
menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua 
merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya 
kesejahteraan anak baik secara rohani,  jasmani maupun sosial. 4  
Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda 
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 
anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak 
adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan 
dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjaga dari 
kemungkinan yang akan membahayakan mereka. 
Namun kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam 
memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh 
karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana 
pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor 
tertentu. 
Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin 
banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun 
                                                          





banyak anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan 
tanpa memikirkan akibat yang  akan ditimbulkan dari perbuataannya 
tersebut. 
Perkembangan anak ke arah yang lebih dewasa, kadang seorang 
anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun 
lingkungan sekitar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang 
pesat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi perubahan gaya hidup orang tua serta cara 
mendidik anak, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan 
perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih 
sayang, asuhan, bimbingan terseret dalam arus pergaulan masyarakat 
dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 
pribadinya. 
Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang 
disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dillakukan oleh anak. 
Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan 
menimbullkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas 
khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan 





Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, 
membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan 
untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk 
mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk 
merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.5  
Senjata api dan bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan: 
“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba dan memperoleh, menyerahkan, atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persedian padanya 
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari Indonesia 
sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak, dihukum dengan 
hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 
penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.  
Di Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas 
memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, 
disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 
negara”,6 kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian 
dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa”Setiap 
anak berhak atas kelanngsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta 
memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 
kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.7 Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka 
istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum 
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(ABH), dan saat ini UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan 
hukum.8 
Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada 
dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses 
pemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan 
tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. 
Hal ini belum dapat dikatakan dengan kejahatan, melainkan kenakalan 
yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 
pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan 
anak.  
Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan 
perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan 
ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang 
berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) 
harus mengandung unsur-unsur: (1) adanya perbuatan manusia, (2) 
                                                          




perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, (3) adanya 
kesalahan, (4) orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.9 
Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan 
manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang 
seperti yang diisyarakatkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang 
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana 
pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu 
bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, 
maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan 
murni.10 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana 
kepemilikan senjata tajam oleh anak dengan mengangkat judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan 
Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan oleh Anak”  dalam Studi 
Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks.” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa 
senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan 
Negeri Makassar ? 
                                                          





2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam 
Pengadilan Negeri Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata 
tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri 
Makassar . 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam  
Pengadilan Negeri Makassar . 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 
yang didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakkan hukum di 
Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana 
tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang 




b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk 
penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi 
terjadinya tindak pidana tanpa hak menguasai dan 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak. 
2. Secara Praktis 
Dapat  masukkan bagi pemerintah dalam penegak hukum di 
Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana 
















A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis‟ berasal dari bahasa Inggris „Yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa Interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum. Setiap Undang-undang merupakan bagian dari 
keseluruhan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-
undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan 
tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu 
undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks 
yang demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-
undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami 
dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-
undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian dan/atau penyimpangan dari yang lain. Berdasarkan pendapat 
di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis memuat analisis melalui 
interpretasi-interpretasi hukum dan perudang-undangan, penalaran logis, 




hukum. Juga memuat delik apa yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, 
pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana.11 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari tindak pidana, ada 
baiknya kita mengetahui istilah-istilah dari tindak pidana. Istilah tindak 
pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya 
tindak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari bahasa Latin yakni 
kata delictum. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam 
perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah straafbaar feit adalah sebagai berikut : 
1. Perbuatan Pidana 
Moelyatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “Perbuatan Pidana” menunjuk 
kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat 
tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi 
pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “Perbuatan” tidak mungkin 
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berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut 
perbuatan itu adalah hanya manusia.12 
Selain itu, kata “Perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang 
diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif ( yaitu melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak 
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
2. Peristiwa Pidana 
Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro 
dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” 
pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam 
Pasal 14 ayat (1) Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa 
pidana” lebih menunjuk kepada sesuatu kejadian yang dapat ditimbulkan 
baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, 
dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa 
kejadian itu merupakan peristiwa alam.13 
3. Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini 
banyak dipergunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai 
Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. 
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Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana.14 
Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di 
dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan 
dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak 
yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak 
melaporkan,  maka dia dapat dikenai sanksi. 
Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah 
tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong 
memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh 
Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu 
menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu 
sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.15 
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, 
di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga 
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perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum).16 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana. 
a. Unsur Objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1. Sifat melanggar hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan 
jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
b. Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.17 
c. Unsur Subjektif. 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung  di dalam hatinya. 
Unsur ini terdiri dari : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
                                                          





2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan 
sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 
terlebih dahulu. 
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 
  Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 
menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana pidana. Salah 
satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 
pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah unsur tindak pidana, masalah 
tersebut adalah: 
a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana 
(Bijkomende voor waarde strafbaarheid); contoh Pasal 123, 164, 
dan Pasal 531 KUHP. 
b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana (Voorwaarden van vervolg baarheid); contoh Pasal 310, 
315, dan 284 KUHP.18 
Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat 
                                                          




timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak 
dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut  
Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 
terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud 
pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa 
perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah 
seorang PNS. 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu 
harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan 
yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan 
melakukan di muka umum. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan. 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu 
seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana 
yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi 
ancaman pidanya lau diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP 
tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 




berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika 
menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.19 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau 
objektif yang menyertai perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku 
kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 menyatakan bahwa sifat 
melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi 
tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya 
baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada 
pemiliknya, maka perbuatan  tersebut tidak dilarang. Sebaliknya niat 
hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri tidak 
mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal ini dilarang dan 
masuk rumusan pencurian. 
Tentang sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana 
yang dikaitkan dengan kesalahn akan dibicarakan tersendiri. Untuk 
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a. Alasan pembenar dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari 
perbuatan, misalnya saja regu tembak yang karena perintah dan 
menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap terpidana mati; 
b. Alasan pemaaf  dapat menghilangkan unsur kesalahan dari 
perbuatan, misalnya saja orang sakit ingatan yang membunuh 
orang. 
Ditinjau  dari rumusan Pasal 338 KUHP, regu tembak, dan orang gila 
itu melakukan perbuatan membunuh, tetapi karena adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf, maka mereka tidak dijatuhi pidana. 
Ada  beberapa klasifikasi jenis tindak pidana sebagai berikut : 
               Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam–macam sesuai 
dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu 





















pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik 
kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga 
masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.21 Berikut 
adalah beberapa jenis tindak pidana, yaitu:22 
a. Kejahatan dan pelanggaran.  
           Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini 
disebut oleh undang–undang. KUHP buku ke III memuat delik–delik yang 
disebut pelanggaran tetapi kriteria perbedaan kedua jenis delik itu belum 
dijelaskan di dalam KUHP. Namun ada dua pendapat yang muncul untuk 
menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan 
kejahatan. 
           Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua 
jenis delik, yaitu :  
 Rechtdelicten ialah perbuatan yang dengan keadilan, terlepas 
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang–undang 
atau tidak, jadi yang benar–benar dirasakan oleh masyarakat 
sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, 
pencurian. Delik–delik semacam ini disebut kejahatan.  
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 Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang–undang menyebutnya 
sebagai delik, jadi karena ada undang–undang mengancamnya 
dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. 
Delik–delik semacam ini disebut “pelanggaran“. Meskipun demikian 
perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada 
kejahatan yang baru disadari karena tercantum dalam KUHP, jadi 
sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan 
rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar–benar 
dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena 
perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka di cari 
ukuran lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua 
jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini 
hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, adalah pelaggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.  
b. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara 
formal dan delik dengan perumusan secara materil). 
 Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesaidilakukannya perbuatan seperti tercantum 
dalam rumusan delik.  
 Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik 




Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki 
itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada 
percobaan.  
c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa.  
 Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 
penggelapan dan penipuan.  
 Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, adalah tidak melakukan seuatu yang diperintahkan 
/ yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi 
dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong 
orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).  
 Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang 
berupa pelanggaran larangan (dus delik comissionis), akan 
tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: 
seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak 
memberi air susu (Pasal 338,340 KUHP), seorang penjaga 
wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan 
sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).  
d.  Delik dolus dan delik culpa  
 Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: 




 Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu 
unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan 
Pasal 359, 360 KUHP.  
e. Delik tunggal dan delik berangkai  
 Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan 
satu kali.  
 Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila 
dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) KUHP. 
f.  Delik yang berlangsung terus dan delik selesai  
 Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri 
bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).  
 Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan 
yang mencakup melakukan atau melalaikan atau 
menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, 
dan membakar.  
g. Delik aduan atau delik laporan   
Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila 
ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: 
penghinaan (Pasal 310 dst.jo.Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 




Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo.ayat (2) KUHP). Delik aduan dibedakan 
menurut sifatnya, sebagai:   
 Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 
332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya 
dapat dituntut berdasarkan pengaduan.  
 Delik aduan yang relatif, misalnya: Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan 
istimewa antar si pembuat dan orang yang terkena.  
h. Delik sederhana dan delik yang ada 
pemberatannya/peringanannya.  
 Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 
ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan 
sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman 
pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan 
tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 
KUHP). Delik ini disebut geprivelegeerd delict. 
  Delik sederhana misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 







3. Subjek Dari Tindak Pidana 
           Dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana 
adalah hanya manusia (natuurlijke personen), sedangkan badan hukum 
(rechtpersonen) dan hewan tidak dapat  menjadi subjek tindak pidana. 
          Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak 
pidana adalah: 
1. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan 
perkataan: barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang 
nahkoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia; 
2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya 
ditujukan terhadap manusia; 
3. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas 
kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan “hukum 
pidana kesalahan” (schuldstrafrecht). Dalam (schuldstrafrecht) 
yang dianggap berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu 
yang berupa “kesalahan perseorangan atau individual 
(individuele schuld). 
Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek 
tindak pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia (natuurlijke 
personen), tetapi juga badan hukum (rechtspersonen) terutama dalam hal-
hal perfiskalan atau perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara 




Ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum sebagai subjek tindak 
pidana antara lain dapat kita temukan dalam : 
1. Pasal 15 UU No. 7 Drt/1955- Tindak Pidana Ekonomi; 
2. Pasal 17 UU No.  Pnps/1963- Tindak Pidana Subversi; 
3. Pasal 49 UU No.9/1976- Tindak Pidana Narkotika. 
Perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut 
karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan 
peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakekatnya 
akibat dari pemidanaan terhadap badan hukum itu yang menderita adalah 
manusia-manusia juga.23 
4. Pertanggung Jawaban Pidana 
 Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut 
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus 
kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa dan tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 
             Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut melawan 
hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan 
hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
                                                          




kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.24 
           Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa 
pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini: 
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang 
memungkinkan ia menentukan perbuatannya. 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat 
perbuatannya. 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai 
dengan pendapatnya. 
  Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana:  
1. Mampu bertanggung jawab                                                                      
        Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan  
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan  
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat 
melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar)   
untuk itu.25 
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           Dalam KUHP tidak ada rumusan tegas tentang kemampuan  
bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan 
tentang keadaan mengenai kapan seseorang dikatakan tidak mampu 
bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal 
kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. 
Sementara itu, kapan dianggap seseorang mampu bertanggung jawab 
dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat dua keadaan 
jiwa sebagaimana yang diterapkan pasal 44 tersebut.26 Dua keadaan jiwa 
yang tidak mampu bertangggung jawab sebagaimana yang dirumuskan 
dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam 
keadaan demikian bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.27 
Sehingga E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu 
bertanggung jawab mencakup:28 
       a. Keadaan jiwanya:  
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair);  
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) dan   
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ 
                                                                                                                                                               
25 Ibid, hlm 75-76. 
26 Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.146. 
27 Ibid, hlm.147. 




slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain 
sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.   
b. Kemampuan jiwanya:   
1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;  
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,  
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan  
3.  Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.                                                                  
2. Kesalahan   
           Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.29 
          Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut ketentuan 
yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 30 
a. Kesengajaan (dolus)  
           Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu 
dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak  
pidana, yaitu 
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 ke-1: perbuatan yang dilarang,  
 ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan 
 ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat 
di bagi menjadi 3 bagian, yakni:    
1) Sengaja sebagai niat (OOgmerk).  
           Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (OOgmerk) si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh 
khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu 
tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas 
dikenakan hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, 
bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat 
dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mancapai akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.  
2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan   
           Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 
dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti  
perbuatan itu.31 
3) Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
       Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk  
                                                          





melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang 
mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu 
besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan  
siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.32 
b. Kealpaan (Culpa)  
       Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut Undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri.33 
       Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:  
1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan  
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa  
pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari  
perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;  
2. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang 
oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 
sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.   
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu:34 
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a.  Culpa lata yang disadari (alpa) ;  
    Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono 
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh.                                                                       
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai);  
     Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak  demikian.  
c. Tidak ada alasan pemaaf  
     Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya 
dimaafkan.  
    Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf 
yang terdapat dalam KUHP adalah :35  
1. Daya paksa relative (overmacht); 
      Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) seperti 
keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam 
KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam MvT daya paksa 
dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam 
dwangpositie (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa 
psikis yang berasal dari luar di pelaku dan daya paksa tersebut lebih 
kuat daripadanya.  
                                                          




2.  Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) 
Pasal 49 ayat (2) KUHP Pasal 49 ayat (2) menyatakan:  
“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu tidak dipidana.”                                                               
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.  
       Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku 
menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang 
berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah 
tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan 
masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 
51 ayat (2) KUHP. 
C. Tinjauan Umum Tentang Tajam 
1. Pengertian Senjata 
        Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, 
membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan 
untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk 
mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk  
merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.     
Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti 
peluru kendali balistik.36 
 
       Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) 
huruf e dijelaskan bahwa  pengertian senjata tajam  adalah senjata 





penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk  
pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan 
yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau                                                     
barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
12/Drt/1951.37 
2. Jenis-jenis Senjata Tajam  
           Pengertian mengenai jenis-jenis senjata tajam tidak di sebutkan 
secara jelas dalam undang-undang, sehingga untuk memberikan 
penjelasan senjata tajam secara yuridis akan sangat sulit. 
           Pada kali ini penulis akan berusaha mengemukakan beberapa jenis 
senjata tajam yang biasa digunakan dalam melakukan kejahatan, ada 
beberapa jenis senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan 
kejahatan, yaitu:38 
a. Celurit  
           Celurit atau sabit adalah alat pertanian berbentuk pipih dan 
melengkung yang bagian permukaannya tajam dan menyerupai bulan 
sabit. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan 
pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata ini digunakan pula 
oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan jahat.   
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b.  Badik  
             Badik atau badek adalah pisau dengan berbentuk khas, 
merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam 
ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai 
senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi puka sebagai alat 
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan sebagai barang pusaka, 
barang kuno atau barang gaib. Menurut pandangan orang Bugis 
Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini 
dapat mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. 
Bagi masyarakat Bugis Makassar badik di anggap sebagai bagian dari 
dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila bepergian tanpa membawa 
badik dipinggangya. Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan 
hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga 
sebagai identitas dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan.  
c. Tombak 
 Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “Poke” adalah 
senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. 
Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu 
pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. 
d. Kapak   
           Kapak atau biasa disebut kampak adalah sebuah alat yang 
biasanya terbuat dari logam, yang diikat pada sebuah tangkai dari kayu. 




dahulu, sudah sangat tua usianya, sama umurnya dengan saat manusia 
pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Kapak sangat berguna dan 
penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu 
sampai sebagai senjata dalam perang.  
e. Anak Busur   
 Anak Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi 
atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel 
sebagai pendorong. Di Makassar anak busur cukup popular di kalangan 
masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga 
terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak 
sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini 
cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan. 
f. Parang  
           Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa, 
bentuknya relative sederhana tanpa pernak-pernik. Keguanaannya adalah 
sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala 
penggunanya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian. 
Adapun sebutan lain dari parang, bagi masyarakat betawi parang disebut 
dengan golok.  
g. Pedang  
           Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memilki bilah penjang. 




Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang 
biasanya memiliki prestise lebih atau paling tinggi, bilah pedang biasanya  
dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat 
pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.  
3. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata 
Tajam Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN No. 
78/1951.  
       Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 Pasal 2 
dinyatakan sebagai berikut:39 
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat,  menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan  padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, 
steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya sepuluh tahun.  
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang 
yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna 
pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau 
                                                          




untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang 
kuno atau  barang ajaib (merkwaardigheid).  
        Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini 
adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul,  Di dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, diatur pengecualian 
penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak 
termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk 
dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau 
nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 
atau  barang ajaib (merkwaardigheid).   
D. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1.  Pengertian Anak 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa anak  
adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hartkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak 
adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang 




Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, 
dan berakhlak mulia, perlu dikatakan upaya perlindungan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.40 
Terdapat beragam definisi batasan usia anak dalam beberapa  
undang-undang, misalnya :  
a Pengertian Anak Dalam Undang-Undang  
1. Pengertian anak menurut UUD 1945. Pengertian anak atau  
kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat 
dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus  
terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena  
menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian  ini,  
yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang  
harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak.  
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia  
perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) 
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih 
                                                          




dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya.  
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi 
anak berusia 7 sampai 15 tahun.                                                              
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum  
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam  
kandungan.  
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana anak yang menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian :  
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik  
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak  
yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2). Anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 
3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 




kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 
angka 4). Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas)  tahun yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat 
dan/atau dialaminya sendiri. (pasal 1 angka 5)  
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
mengatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, “anak didik 
pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil 
untuk dapat di didik di Lapas Anak adalah paling lama sampai umur 
18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat 
dilepaskan di Lapas Anak maka perpanjangan penempatannya 
hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun.”   
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
memberikan pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (2),yaitu anak  
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)  
tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979  
tentang Kesejahteraan Anak, menempatkan kedudukan 
kesejahteraan Anak  adalah “hak asasi anak yang harus 
diusahakan bersama”. Anak berhak atas pemeliharaan dan 




terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. 
Sehingga yang menjadi lebih bertanggung jawab terhadap 
kesejahteraan anak, yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua 
orang tua dan lingkungan social). 
       Mengembangkan pengertian kesejahteraan anak termasuk di dalam 
klasifikasi menafkahkan anak, mendidik untuk melakukan kegiatan 
produktivitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak asasi 
anak.41 
2. Pengertian dan Perbuatan Kenakalan Remaja / Juvenile 
Delinquency 
         Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan 
Anak Nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum  yaitu :   
 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. 42 
 
         Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile ( 
dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa artinya 
terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, 
pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Bahasa 
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Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi 
secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
        Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-
perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam 
masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang 
didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. 
        Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono adalah 
sebagai berikut:  
Perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, 
merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan 
remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga 
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang 
menyimpang. 
       Sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita 
adalah:  
Setiap perbuatan atau tingkah laku seseoranng anak dibawah umur 
18 tahun dan belum kawin merupakan pelanggaran terhadap norma-
norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 
pribadi si anak yang  bersangkutan.43 
        Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. 
Suatu perbuatan tindakan anti sosial melanggar hukum pidana, kesusilaan 
dan ketertiban umum dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 
tahun disebut dengan kejahatan (crime), namun jika yang melakukan 
perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun 
maka disebut dengan kenakalan (deliquency).  
                                                          




       Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Surherland (1966) 
yang disebut dengan teori Association Differential yang menyatakan 
bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-
tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan tekhnik delinkuen tertentu 
dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan 
hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif 
relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses 
berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula 
kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal. 
3.Batas Usia Pemidanaan Anak 
         Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi 
sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang 
akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak. Disini saya akan menggunakan kedua 
Undang-Undang ini sebagai dasar hukum dari penjelasan saya. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) dan 
anak yang masih dalam kandungan.”44 
                                                          





Terkait batas usia seseorang disebut sebagai anak ketika melakukan 
tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan: 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin.”45 
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,menyatakan: 
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana.” 
Dari pasal-pasal yang telah saya sebutkan di atas, maka batas usia 
seseorang disebut sebagai seorang anak adalah ketika orang tersebut 
belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ketika dia melakukan 
perbuatan pidana.46Tampak bahwa pembentuk undang-undang 
mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai 
anak dbawah umur sehingga berhak keringanan hukuman demi 
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A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu 
Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, 
Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Hakim yang 
memutus putusan pengadilan No. 119/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks masih 
bekerja dan bertugas pada Pengadilan Negeri Makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara 
yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan 
No.119/Pid.Sus.Anak/2016/PN. 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik melalui 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-karya 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dokumen-




Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan dibahas. 
2. Sumber Data  
a. Penelitian Kepustakaan (library research)  
Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-
literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan 
ini, terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua pada karya 
skripsi ini, yang merupakan kajian normatif terkait dengan urgensi 
penerapan hukum tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, 
atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, khususnya di 
Kota Makassar.  
b.  Penelitian Lapangan (field research)  
Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke 
lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di penelitian 
ini yaitu Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan 
No.119/Pid.Sus.Anak/2016/PN. 
    C. Teknik Pengumpulan Data  
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal 
yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut : 
1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali 
dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau 
melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih 




wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide) terhadap Hakim yang 
memutus perkara putusan pengadilan No. 
119/Pid.Sus.Anak/2016/PN.  
2.  Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan 
untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui 
instrument pengumpulan data lainnya.  
    D. Analisis Data  
       Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan 
dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di 
atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk  
penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Tanpa Hak Menguasai, dan Membawa Senjata Tajam 
Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 
 Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana 
materil.  Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht; Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-norma 
(kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan 
bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau 
larangan.47 
  Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :  
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”48 
Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum yang 
menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap 
orang. Sumber hukum materil berasak dari perasaan hukum masyarakat, 
pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama, moral, 
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geografis, politik hukum, dan lain-lain.  Hukum materil ini merupakan faktor 
yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum.  
Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :  
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana.”49 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan 
hukum pidana materil.  
Selanjutnya sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih jauh 
mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, maka penulis terlebih 
dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada putusan No. 
119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.       
Dengan mengambil dasar analisa dari pengakuan terdakwa, 
keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan baik ditingkat 
penyidik,penuntutan dan pemeriksaan di persidangan posisi kasus 
putusan No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. yaitu sebagai berikut : 
 
                                                          




1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama 
Terdakwa Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy, Tempat lahir 
Makassar, 31 Agustus 1999, Umur 16  tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, 
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Cendrawasih I No. 290 B 
Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD 
(Tamat). 
2. Posisi Kasus 
Pada awalnya Hari jum’at tanggal 25 Maret 2016, sekitar pukul 
03.00 Wita, BRIPKA Syarif dan BRIPKA Aswar, melakukan patroli 
sekaligus ada kasus penganiayaan yang sedang  diselidiki disekitar pasar 
senggol Baji Ati Makassar, kemudian pada saat itu secara tiba-tiba ketika 
hendak menyebrang jalan kearah indomaret, disitulah BRIPKA Syarif 
melihat lelaki Suwarto dan lelaki Wenaldy Alias Aldy yang tidak dikenal 
oleh BRIPKA Syarif sebelumnya sedang berdiri dipinggir jalan, ketika 
melihat BRIPKA Syarif dan BRIPKA Aswar, tiba-tiba lelaki Suwarto dan 
lelaki Wenaldy Alias Aldy justru lari masuk ke toko Indomaret, saat itulah 
karena merasa curiga, lalu BRIPKA Syarif dan BRIPKA Aswar 
mengejarnya masuk kedalam toko Indomaret hingga masuk kedalam 
gudang toko Indomaret untuk mengejar dan menangkap lelaki Suwarto 




Aswar didalam gudang toko tersebut, tiba-tiba saja BRIPKA Syarif dan 
BRIPKA Aswar melihat anak panah sebanyak 4 (empat) buah, dan  2 
(dua) ketapel yang tersimpan di dekat wc atau di dalam gudang toko 
dimaksud, lalu anak panah tersebut diambil oleh BRIPKA Syarif dan 
kemudian ditunjukkan kepada lelaki Suwarto dan lelaki Wenaldy Alias 
Aldy, ternyata setelah ditunjukkan lelaki Suwarto maupun lelaki Wenaldy 
Alias Aldy mengakuinya, sehingga BRIPKA Syarif pun langsung 
mengamankannya dan selanjutnya membawa Suwarto dan Wenaldy Alias 
Aldy ke kantor polsek Mariso berikut barang bukti dimaksud guna 
dilakukan proses hukum lebih lanjut. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, dan Membawa 
Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak dengan Nomor Register 
Perkara 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, yang dilakukan oleh Terdakwa 
Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandy Alias Aldy oleh Jaksa Penuntut Umum 
didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Tanpa 
Hak Menguasai, dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak 
yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
 Terdakwa Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy hari Jumat, 




disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar. Tanpa hak menguasai, membawa, 
mempunyai persedian padanya, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu 
senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa 
lakukan dengan cara-cara berikut : 
- Pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.45 Wita 
anak bersama dengan Lk. Suwarto datang ke Toko Indomaret 
untuk bekerja sebagai tukang parkir. 
- Anak bersama dengan Lk. Suwarto datang ke toko Indomaret 
telah membawa ketapel dan anak busur. Selanjutnya anak 
bersama dengan Lk. Suwarto menyimpan ketapel dan anak busur 
di gudang dalam sebuah keranjang dan setelah menyimpan anak 
ketapel dan anak busur abak bersama dengan Lk. Suwarto keluar 
toko Indomaret untuk bekerja. 
- Pada saat Lk. Azwar bersama dengan Tim dari Polsek Marisso 
sedang melakukan penyelidikan dan antisipasi terjadinya tawuran 
antar kelompok melintas di Jalan cendrawasih melihat anak 
bersama dengan Lk. Suwarto yang sementara berdiri dipinggir 
jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tetapi ketika Lk. 
Aswar menyebrang jalan ingin mendekati anak dan Lk. Suwarto, 
tiba-tiba anak bersama dengan Lk. Suwarto, tiba-tiba anak 




Indomaret sehingga Lk. Azwar mencurigai dan melakukan 
pengejaran terhadap anak dan Lk. Suwarto. 
- Selanjutnya anak bersama dengan Lk. Suwarto berhasil 
diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak 
tetapi tidak ditemukan barang bukti Lk. Azwar bersama tim pun 
melakukan pemeriksaan disekitar tempat tersebut dan Lk. Aswar 
menemukan 4 (empat) buah anak busur dan 2 (dua) buah ketapel  
yang tersimpan didalam keranjang. 
- Setelah anak diinterogasi anak menjelaskan bahwa 1 buah 
ketapel dan 2 anak busur adalah milik anak sedangkan 1 buah 
ketapel dan 2 anak busur adalah milik Lk. Suwarto, yang anak 
bawa untuk berjaga-jaga apabila ada perang antar kelompok. 
- Anak memiliki barang tersebut tidak dilengkapi izin dari pejabat 
yang berwenang. 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang di atas, dan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, 
maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar 




yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan 
putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut:   
1. Menyatakan Anak Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy 
terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak 
menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata penikam 
atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan di ancam pidana 
dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Muh. Wenaldy Nio Bin 
Muh. Wandi Alias Aldy selama 8 (delapan) bulan dikurangkan 
seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta 
supaya tetap berada dalam tahanan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) buah ketapel 
b. 2 (dua) buah anak busur 
 Dirampas untuk dimusnahkan 
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar 
ongkos perkara Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat khususnya di 
daerah Makassar sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan 




tajam ini mengingat keadaan masyarakat Bugis-Makassar yang menganut 
paham siri’ (perasaan malu atau harga diri yang berlaku dalam 
masyarakat)  
Dalam tuturan masyarakat Bugis dikatakan, “bukan laki-laki jika tidak 
berbadik.” Norma ini tumbuh dari nilai kebudayaan yang melihat, 
keberanian, kejantanan dan kepahlawanan sebagai sesuatu yang baik 
dan layak dihormati. Dari nilai-nilai budaya yang demikian itu pula 
kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata 
tajam. Hal ini juga dapat mempengaruhi anak-anak atau anak yang masih 
dibawah umur yang belakangan ini maraknya kasus anak dibawah umur 
yang membawa atau menyimpan senjata tajam. Hal ini dikarenakan tidak 
adanya pengawasan dari orang tua, dan masih kurangnya sosialisasi 
tentang senjata tajam ke sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat 
Indonesia pada umumnya dan di kota Makassar pada khususnya. 
Menanggapi hal tersebut penulis telah melakukan wawancara 
dengan hakim Cening Budiana,S.H.M.H selaku hakim yang memeriksa 
dan memutus  perkara  No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks. 
Menegaskan bahwa : 
“Delik tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam merupakan 
perbuatan yang sering dilakukan atau perilaku yang berulang-ulang, 
dimana kebiasaan membawa atau menyimpan senjata tajam yang 
dikaitkan dengan kultur atau tradisi oleh sebagian masyarakat adalah 
merupakan alasan pembenar semata, dimana orang-orang saat ini 
pada umunya telah mengetahui bahwa membawa, memiliki dan 





Penulis membenarkan apa yang dikemukakan oleh Cening 
Budiana,S.H.M.H, bahwa saat ini masyarakat memiliki banyak 
argumentasi untuk digunakan sebagai alasan pembenar dalam 
kepemilikan, membawa, menyimpan bahkan menggunakan senjata tajam. 
Dimana sebagian masyarakat mengatakan bahwa tanpa hak menguasai, 
membawa atau menyimpan senjata tajam adalah untuk “menjaga diri” 
semata. 
 Sehubungan dengan alasan kata “ menjaga diri “ Bapak Cenning 
Budiana berpendapat : 
“Mengenai alasan masyarakat membawa dan menyimpan senjata 
tajam untuk “menjaga diri” adalah hal yang sama sekali tidak 
dibenarkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang 
akan merugikan diri individu itu sendiri dan orang lain”. 
 Kemudian jika kita mengaitkan dengan kenyataan yang ada saat ini, 
bahwa banyaknya kasus/delik membawa atau menyimpan senjata tajam 
tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-
anak dengan alasan untuk menjaga diri dari serangan kelompok lain. 
Maka tentunya perlu ada perhatian khusus terhadap anak agar dapat 
meminimalisir kejadian delik karena mengingat wilayah hukum  di daerah 
Makassar sangat rawan tentang delik membawa atau menyimpan senjata 
tajam. 
Mengenai putusan perkara No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks., 
menyatakan bahwa terdakwa Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias 




sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
No.12/Drt/1951 (LN No.78/1951)  
Berikut merupakan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN 
No.78/1951) :  
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba meperolehnya, menyerahkan, mengusai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” 
 
Adapun dakwaan terhadap terdakwa terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut:  
1. Barang siapa.  
2. Tanpa hak.  
3. Membawa, menyimpan, menguasai dan/atau memiliki senjata 
tajam/senjata penusuk. (Catatan :  oleh karena dalam unsur ini 
terdapat kata dan/atau, maka unsurnya bersifat alternatif-kumulatif. 
Artinya, salah satu atau kesemua unsur perbuatannya terbukti, 
maka unsur ini dianggap telah terbukti). 
Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan 
pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas (nullum delictum) 
yang mana dirumuskan dalam KHUP Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:  
”Tiada suatu perbuatan Pidana yang dapat dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan perundang-undangan Pidana secara tertulis yang 




Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi 
unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan 
Pidana. Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN No.78/1951) :  
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba meperolehnya, menyerahkan, mengusai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” 
 
Rumusan perbuatan-perbuatan dalam pasal 2 ayat (1) UU. 
No.12/Drt/1/1951 (LN.No.78/1951) yaitu Membawa, menyimpan, 
menguasai dan atau memiliki senjata tajam/senjata penusuk. Akan tetapi 
karena dalam putusan ini, perbuatan yang terbukti menurut Majelis Hakim 
adalah hanya unsur “tanpa hak menguasai dan membawa senjata 
tajam/senjata penusuk” saja, sehingga unsur tersebut dianggap telah 
terbukti.  
Alat bukti yang diajukan penuntut umum yang diajukan dalam 
persidangan yaitu : 
I. Keterangan saksi-saksi : 
1. Muh. Syarif menerangkan sebagai berikut : 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 





- Benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan 
terhadap anak. 
- Saksi melakukan penangkapan pada saat saksi tim 
sementara berdiri didepan toko indomaret sementara patroli 
karena telah terjadi perkelahian antar kelompok tetapi ketika 
saksi bersama tim menyeberang jalan tiba-tiba saksi melihat 
anak bersama Lk. Suwarto langsung melarikan diri masuk 
kedalam toko indomaret sehingga saksi merasa curiga dan 
masuk mengejar kedalam gudang. 
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap gudang 
toko indomaret saksi menemukan 4 buah anak panah dan 2 
buah ketapel dalam sebuah keranjang. 
-  Benar pada saat anak diinterogasi anak menjelaskan bahwa 
4 buah anak ketapel adalah milik anak dan Lk. Suwarto, 
yang sebelumnya mereka simpan. 
-  Saksi mengetahui anak bersama Lk. Suwarto, membawa 
senjata tajam untuk berjaga-jaga. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan. 
2. Azwar S, menerangkan sebagai berikut : 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 





- Benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan 
terhadap anak. 
- Saksi melakukan penangkapan pada saat saksi bersama tim 
sementara berdiri didepan toko indomaret tetapi ketika saksi 
bersama tim menyeberang jalan tiba-tiba saksi melihat anak 
bersama Lk. Suwarto langsung melarikan diri masuk 
kedalam toko indomaret sehingga saksi curiga dan masuk 
mengejar kedalam gudang. 
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap gudang 
toko indomaret saksi menemukan 4 buah anak panah dan 2 
buah ketapel dalam sebuah keranjang. 
- Pada saat anak diinterogasi anak menjelaskan bahwa 4 
buah anak panah dan 2 buah ketapel adalah milik anak dan 
Lk. Suwarto, yang sebelumnya mereka simpan. 
- Saksi mengetahui anak bersama Lk. Suwarto membawa 
senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak berteman 
membenarkan. 
II. Keterangan anak : 
Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy, menerangkan  
- Benar anak bersama Lk. Suwarto berhasil  diamankan    oleh 




- Benar anak bersama Lk. Suwarto telah membawa  senjata 
tajam jenis ketapel dan busur. 
- Anak bersama dengan Lk. Suwarto menyimpan ketapel 
bersama busur didalam sebuah gudang di Toko Indomaret 
sebelum anak pergi kerja sebagai tukang parkir. 
- Saksi bersama anak membawa senjata tajam tersebut untuk 
berjaga-jaga apabila terjadi perang antar kelompok. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
Berdasarkan uraian alat bukti penuntut umum yang diajukan dalam 
persidangan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa penerapan 
hukum materil terhadap tindak Pidana secara tanpa hak menguasai dan 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Perkara 
Putusan No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Telah sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-
unsurnya telah mencocoki rumusan delik.  
Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus 
tersebut diatas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat 
dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas 
dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian 
dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu 
dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, 




memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 
12/Drt/1951 (LN No. 78/1951). 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan  
Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 119/Pid.Sus-
Anak/2016/PN. Mks.  
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya.   
Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata, melainkan persoalan 
keadilannya biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para 
pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan 
dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan 
itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh 
karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak 





Berikut ini penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata 
tajam oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
119/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks, yaitu sebagai berikut:  
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu yakni yang bersifat yuridis maupun nonyurudis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. pertimbangan yuridis dalam putusan No. 119/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks, yaitu: 
a. Keterangan saksi-saksi 
 Muh. Syarif menerangkan sebagai berikut : 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 
Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dijalan 
Cendrawasih Makassar. 
- Benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan 
terhadap anak. 
- Saksi melakukan penangkapan pada saat saksi tim 
sementara berdiri didepan toko indomaret sementara patroli 




saksi bersama tim menyeberang jalan tiba-tiba saksi melihat 
anak bersama Lk. Suwarto langsung melarikan diri masuk 
kedalam toko indomaret sehingga saksi merasa curiga dan 
masuk mengejar kedalam gudang. 
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap gudang 
toko indomaret saksi menemukan 4 buah anak panah dan 2 
buah ketapel dalam sebuah keranjang. 
-  Benar pada saat anak diinterogasi anak menjelaskan bahwa 
4 buah anak ketapel adalah milik anak dan Lk. Suwarto, 
yang sebelumnya mereka simpan. 
-  Saksi mengetahui anak bersama Lk. Suwarto, membawa 
senjata tajam untuk berjaga-jaga. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan. 
 
 Azwar S, menerangkan sebagai berikut : 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 
Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dijalan 
Cendrawasih Makassar. 
- Benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan 
terhadap anak. 
- Saksi melakukan penangkapan pada saat saksi bersama tim 




bersama tim menyeberang jalan tiba-tiba saksi melihat anak 
bersama Lk. Suwarto langsung melarikan diri masuk 
kedalam toko indomaret sehingga saksi curiga dan masuk 
mengejar kedalam gudang. 
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap gudang 
toko indomaret saksi menemukan 4 buah anak panah dan 2 
buah ketapel dalam sebuah keranjang. 
- Pada saat anak diinterogasi anak menjelaskan bahwa 4 
buah anak panah dan 2 buah ketapel adalah milik anak dan 
Lk. Suwarto, yang sebelumnya mereka simpan. 
- Saksi mengetahui anak bersama Lk. Suwarto membawa 
senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak berteman 
membenarkan. 
b Keterangan Anak 
Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy, menerangkan 
sebagai berikut : 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 
Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dijalan 
Cendrawasih Makassar. 
- Benar anak bersama Lk. Suwarto berhasil  diamankan    oleh 




- Benar anak bersama Lk. Suwarto telah membawa  senjata 
tajam jenis ketapel dan busur. 
- Anak bersama dengan Lk. Suwarto menyimpan ketapel 
bersama busur didalam sebuah gudang di Toko Indomaret 
sebelum anak pergi kerja sebagai tukang parkir. 
- Saksi bersama anak membawa senjata tajam tersebut untuk 
berjaga-jaga apabila terjadi perang antar kelompok. 
- Tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut. 
c. Barang Bukti : 
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa : 
- 1 (satu) buah ketapel 
- 2 (dua) buah anak busur 
Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. 
Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut 
kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah 
membenarkan. 
d. Analisa Fakta 
- Kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 





- Benar anak bersama Lk. Suwarto berhasil diamankan oleh 
anggota Tim Marisso. 
- Benar anak bersama Lk. Suwarto telah membawa senjata 
tajam jenis ketapel dan busur. 
- Benar anak bersama Lk. Suwato menyimpan ketapel 
bersama busur didalam sebuah gudang di Toko Indomaret 
sebelum anak pergi kerja sebagai tukang parkir. 
- Benar anak bersama saksi bersama anak membawa senjata 
tajam tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi perang 
antar kelompok. 
- Benar tidak ada izin terhadap kepemilikan senjata tajam 
tersebut.  
Sedangkan Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah diluar dari 
yang ditentukan oleh undang-undang dalam memutus perkara     
Dalam perkara No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, terdakwa 
diperhadapakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; 
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
Requisitornya yang telah dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016 Nomor 




menuntut agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara 
ini dengan memutuskan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Anak Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi Alias Aldy 
terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Secara Tanpa 
Hak Menguasai, Membawa, atau Menyimpan sesuatu senjata 
penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Muh. Wenaldy Nio 
Bin Muh. Wandi Alias Aldy selama 8 (delapan) bulan dikurangkan 
seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta 
supaya tetap berada dalam tahanan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
-  1 (satu) buah ketapel 
-  2 (dua) buah anak busur 
Dirampas untuk dimusnahkan 
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar 
ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). 
Dan setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang 
disampaikan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan 
hukuman atau dihukum seringan-ringannya, maka hakim memutus 
perkara tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata 
tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 119/Pid.Sus-




Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan yang termuat di dalam Surat Dakwaan Register 
Perkara No. : PDM-33/R.4.10/Euh.2/5/2016. 
 
DAKWAAN 
PERTAMA : Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor  
12 Tahun 1951. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, 
terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan 
serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar 
keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
1. Saksi Muh. Syarif 
2. Saksi Azwar. S 
Sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara 
Penyidik. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar 
keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana 
termuat selengkapnya dalam Berita Acara ; 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 




- 1 (satu) buah ketapel 
- 2 (dua) buah anak busur 
  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti 
Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa Pada hari Jum’at pada tanggal 25 Maret 2016 
sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Cendrawasih Makassar. 
- Cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
yaitu BRIPKA SYARIF bersama BRIPKA ASWAR dan 
yang lainnya menyebrang jalan, tiba-tiba lk. SUWARTO 
dan terdakwa langsung melarikan diri dan masuk kedalam 
toko indomaret sehingga BRIPKA SYARIF dan beberapa 
personil curiga, sehingga mengejar masuk kedalam toko 
hingga masuk kedalam sebuah gudang toko indomaret, 
setelah BRIPKA SYARIF tangkap mereka, saya cek dan 
periksa, dan selanjutnya menemukan didekatnya atau 
diarea gudang 4 (empat) buah anak panah dan 2 (dua) 
buah ketapel, setelah itu BRIPKA SYARIF ambil dan 
tunjukkan, lalu terdakwa pun mengakui kepemilikan anak 
busur yang dimaksud. 
- Saksi menemukan barang bukti tersebut didalam gudang 




- Pada awalnya hari Jum’at tanggal 25 Maret 2016, sekitar 
pukul 03.00 wita BRIPKA SYARIF dan personil unit 
khusus polsek Mariso, melakukan patrol sekaligus ada 
kasus penganiayaan yang sedang diselidiki didekat pasar 
senggol, kemudian pada saat itu cara BRIPKA SYARIF 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 
BRIPKA SYARIF bersama BRIPKA ASWAR, awalnya 
mereka berdiri dipinggir jalan toko indomaret, pada saat 
BRIPKA SYARIF dan BRIPKA ASWAR dan yang lainnya 
menyebrang jalan, tiba-tiba lk. SUWARTO dan terdakwa 
langsung melarikan diri dan masuk kedalam toko 
indomaret sehingga BRIPKA SYARIF dan beberapa 
personil curiga, sehingga mengejar masuk kedalam toko 
hingga masuk ke dalam sebuah gudang toko indomaret, 
setelah BRIPKA SYARIF tangkap mereka, BRIPKA 
SYARIF cek dan periksa, dan selanjutnya menemukan 
didekatnya atau diarea gudang 4 (empat) buah anak 
panah dan 2 (dua) buah ketapel, setelah itu saya ambil 
dan tunjukkan, lalu terdakwa pun mengakui kepemilikan 
anak busur yang dimaksud sehingga kamipun 
mengamankannya dan selanjutnya BRIPKA SYARIF 
bawa ke kantor polsek Mariso berikut barang bukti 




 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan 
oleh Penuntut Umum kepada terdakwa untuk membuktikan 
apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut. 
 Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa 
yang didakwakan jaksa Penuntut Umum yaitu dalam 
dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 
Darurat Nomor 12 Tahun 1951. 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa 
dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim 
sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan 
mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Unsur “ Barang Siapa” 
2. Unsur “ Secara Tanpa Hak” 
3. Unsur “ Menguasai, Membawa, atau Menyimpan 
4.  Unsur “ Sesuatu Senjata Penikam, atau Senjata 
Penusuk. 
 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah 
terbukti menurut hukum, maka perbuatan terdakwa 





 Menimbang, bahwa oleh karena selama 
pemerikasaan perkaranya, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat 
tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal 
dengan perbuatannya. 
 Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan 
perkaranya mulai tingkat penyidikan sampe dengan 
penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka 
lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 Menimbang, bahwa karena pidana yanng dijatuhkan 
nantinya masih melebihi masa penahanan yang selama ini 
dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis 
Hakim memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah 
disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan 
keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, 
maka status barang bukti berupa :  
1. 1 (satu) buah ketapel 




 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, 
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa : 
 Hal – hal yang memberatkan : 
- Bahwa anak perbuatan meresahkan masyarakat 
 
Hal – hal yang meringankan : 
- Anak bersikap sopan selama berlangsungnya 
persidangan 
- Anak mengakui perbuatannya dan masih berusia dibawah 
umur 
- Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 di SMK 
Makassar 
 
2. Amar Putusan 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
- Menyatakan anak Muh. Wenaldy Nio Bin Muh. Wandi  
Alias Aldy  telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak 




- Menjatuhkan tindakan kepada anak tersebut diatas untuk 
dilakukan perawatan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli 
Makassar, selama 06 (enam) bulan.; 
- Menetapkan selama anak ditahan dikurangkan seluruhnya 
dari tindakan yang dijatuhkan tersebut ; 
- Memerintahkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) buah ketapel 
 2 (dua) buah anak busur 
Dirampas untuk dimusnahkan 
- Membebankan kepada anak untuk membayar biaya 
perkara ini sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah 
serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas, 
dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu   




Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
antara lain :  
1. Keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak 
pidana. 
2. Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana. 
3. Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.  
Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis 
hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta 
tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan tidak ada 
alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan pututsan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim.  
Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis 
uraikan dengan membaginya kedalam 2 bagian. Bagian pertama adalah 
pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat 
nonyuridis. Masing-masing akan dibahas pada bagian berikut : 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut 




a. Dakwaan jaksa penuntut umum   
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itulah pemeriksaan di 
persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat 
surat dakwaan sebagai berikut. “Surat dakwaan diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi:  
 Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.  
 Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana  
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat rindak 
pidana itu dilakukan”.     
Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah 
melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti 
melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat 
dipidana.Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan 
yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.50 
 Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan 
tunggal, dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat untuk 
menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan 
                                                          
50 Andi hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, 




pidana saja.51 Yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pidana tanpa 
hak menguasa dan membawa senjata tajam yang melanggar ketentuan 
dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN. 78/1951.  
b. Keterangan terdakwa  
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban 
atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat 
hukum.                                       
c. Keterangan saksi  
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti  sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,  
ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang 
pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi 
pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam 
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d. Barang-barang bukti  
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang  dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang 
pengadilan, yang meliputi:  
 Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya  atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana;  
 Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan;  
 Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana;  
 Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana 
yang dilakukan.    
Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk  alat 
bukti. Sebab ketentuan 184 KUHAP menetapkan lima macam alat bukti 
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan 
menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa 





e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana  
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal  ini, penuntut umum 
dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat 
bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi 
unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.  
2.  Pertimbangan nonyuridis  
Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat 
tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah social dan 
struktur masyarakat.  
Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada putusan 
No.119/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks, yaitu:  
a. Latar belakang terdakwa  
b. Akibat perbuatan terdakwa  
c. Kondisi diri terdakwa  
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis 
melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili 




1. Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha 
mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta 
berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit 
untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. 
2. Secara normatif, rujukannya yaitu dakwaan. Tetapi tetap 
terikat pada pidana materilnya. Hakim harus bijak dalam 
menjatuhkan hukuman demi tercapainya asas 
kemanfaatan, jadi hukum berguna untuk menyatukan 
semua kepentingan, adil untuk Jaksa, Hakim, dan 
Pelakunya. 
3. Secara normatif, peraturan khusus mengesampingkan 
peraturan umum, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak 
pidana maka dipakailah UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Berdasarkan putusan perkara No.119/Pid-Sus-Anak/2016.PN.Mks, 
hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim relatif ringan yaitu berupa sanksi  
tindakan selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli,  
hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa pelaku tidak lagi 
melakukan perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam perkara 




agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek 
jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.  
Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur 
persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara No. 119/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks sudah sesuai dengan 





















 Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan 
hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup 
skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa 
MUH. WENALDY NIO BIN MUH. WANDI ALIAS ALDY telah sesuai 
dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU 
Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN. No.78 tahun 1951) yaitu tentang 
penyalahgunaan senjata tajam ( Menyimpan, Membawa, 
Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). 
Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan 
pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana tindakan 
selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli dan 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa 
penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal 
yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana 




bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dam meringankan. 
Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara 
ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, 
terdakwa mengakui perbuatannya , terdakwa masih berstatus 
pelajar, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
 
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut:  
1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam 
yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat 
dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerja sama 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
meyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunaka 
senjata tajam. 
2. Hendaknya para orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan 
memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata 
tajam dan memperhatikan lingkungan bergaul anak agar orang tua 
dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan 
hukum. 
3. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa saja 
membuat pelaku tidak merasakan efek jera dan dapat sewaktu-




diperlukan keseriusan  dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik 
jaksa sebagai penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dan 
tuntutan agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Maupun bagi hakim 
agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan 
kemanfaatan hukum. 
4. Bahwa sepatutnya wakil rakyat di bangku legislatif dan yudikatif 
untuk dapat meninjau ulang mengenai Undang-undang tersebut, 
terutama dalam hal kekiniannya, tata bahasa dan perkembangan  
definisi yang menurut saya berkaitan erat denagn segala macam 
pengertian yang bersifat sangat umum sehingga untuk 
membedakan jenis-jenis dari senjata tajam akan sangat sulit. Dan 
pemimpin di tingkat eksekutif untuk memperjelas peraturan 
turunannya. Dengan pokoknya dibutuhkan pemabaharuan terhadap 
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